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ABSTRAC 

This study aims to analyze fund management strategies in community service 

programs through the perspective of public financial management (PFM). The 

focus of the study is directed at budget planning, distribution mechanisms, and 

financial control and accountability that support program effectiveness. The 

research method used is a qualitative approach with a case study design, 

involving in-depth interviews, financial document reviews, and observations at 

several community service organizing institutions. The results show that the 

application of PFM principles especially transparency, participation, and 

performance-based supervision can improve the efficiency of fund allocation, 

minimize the risk of abuse, and strengthen public accountability. In addition, the 

synergy between participatory planning and digital monitoring systems has been 

proven to speed up the reporting process and increase stakeholder trust. These 

findings confirm the importance of integrating PFM practices in the management 

of community service program funds to ensure sustainability and optimal social 

impact.
 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan dana pada program 

pengabdian kepada masyarakat melalui perspektif public financial management 

(PFM). Fokus kajian diarahkan pada perencanaan anggaran, mekanisme 

distribusi, serta pengendalian dan akuntabilitas keuangan yang mendukung 

efektivitas program. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, telaah 

dokumen keuangan, dan observasi pada beberapa lembaga penyelenggara 

pengabdian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 

PFM terutama transparansi, partisipasi, dan pengawasan berbasis kinerja mampu 

meningkatkan efisiensi alokasi dana, meminimalkan risiko penyalahgunaan, dan 

memperkuat akuntabilitas publik. Selain itu, sinergi antara perencanaan 

partisipatif dan sistem monitoring digital terbukti mempercepat proses pelaporan 

serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Temuan ini 

menegaskan pentingnya integrasi praktik PFM dalam pengelolaan dana program 

pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan dampak 

sosial yang optimal. 
 

1. Pendahuluan 

Program pengabdian kepada masyarakat 

memiliki peran strategis dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial dan memberdayakan komunitas 

lokal melalui transfer pengetahuan, teknologi, dan 

keterampilan (Haidi Bantara et al., 2024). Kegiatan 

ini memungkinkan perguruan tinggi dan lembaga 

sosial untuk berkontribusi langsung pada pemecahan 

masalah riil masyarakat, mulai dari peningkatan 

kapasitas ekonomi hingga penguatan modal sosial 
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(Suharto, 2020). Pendekatan partisipatif dalam 

pengabdian mendorong kolaborasi antara akademisi, 

pemerintah, dan warga, sehingga menghasilkan 

solusi yang kontekstual dan berkelanjutan (Mulyono 

& Hidayat, 2021). Dengan demikian, pengabdian 

kepada masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai 

implementasi dari tri dharma perguruan tinggi, tetapi 

juga sebagai sarana penting untuk mendukung 

pembangunan inklusif dan pengentasan kemiskinan 

di tingkat akar rumput (Wicaksono et al., 2019; Aziz 

& Firmansyah, 2024). 

Keberhasilan program pengabdian tidak terlepas 

dari dukungan pendanaan yang memadai dan 

berkesinambungan. Ketersediaan dana yang stabil 

memungkinkan pelaksanaan kegiatan secara 

konsisten (Ratnasari et al., 2024), mulai dari tahap 

perencanaan, implementasi, hingga evaluasi hasil 

(World Bank, 2019). Pendanaan yang berkelanjutan 

juga meningkatkan kapasitas lembaga pelaksana 

untuk berinovasi, memperluas jangkauan, dan 

menjaga kualitas intervensi sosial (UNDP, 2022). 

Tanpa dukungan finansial yang terstruktur, risiko 

terhambatnya kegiatan dan menurunnya dampak 

sosial akan semakin besar. Oleh karena itu, strategi 

manajemen keuangan publik yang transparan dan 

akuntabel menjadi kunci untuk menjamin 

keberlangsungan program pengabdian kepada 

masyarakat secara efektif dan berdampak luas 

(Ainiyah et al., 2025; Putra, 2023). 

Pengelolaan dana untuk program pengabdian 

kepada masyarakat sering menghadapi tantangan 

serius dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan 

efisiensi distribusi. Transparansi menuntut 

keterbukaan informasi terkait perencanaan dan 

realisasi anggaran (Ria Anggita Zen. M et al., 2025), 

namun praktiknya sering terkendala oleh sistem 

pelaporan yang tidak terintegrasi dan keterbatasan 

akses publik terhadap data keuangan (OECD, 2020). 

Akuntabilitas juga menjadi isu krusial, karena 

mekanisme pertanggungjawaban kerap hanya 

bersifat administratif tanpa evaluasi kinerja yang 

mendalam, sehingga sulit menilai efektivitas 

pemanfaatan dana (Olga & Nurraihan, 2024); 

(Widodo et al., 2023)Ketidakefisienan dalam 

distribusi dana dapat menimbulkan keterlambatan 

pelaksanaan kegiatan, menurunkan kualitas output 

program, dan pada akhirnya mengurangi dampak 

sosial yang diharapkan (World Bank, 2021). 

Selain itu, kasus-kasus ketidaktepatan alokasi 

anggaran maupun pelaporan yang lemah 

menunjukkan adanya celah dalam tata kelola 

keuangan publik. Studi Bank Dunia (2021) mencatat 

bahwa banyak organisasi nirlaba dan lembaga 

pendidikan tinggi masih menghadapi praktik 

pencatatan ganda, ketidakcocokan antara laporan 

keuangan dan realisasi lapangan, serta minimnya 

audit independen(Widodo et al., 2023). Kelemahan 

ini memperbesar risiko terjadinya penyalahgunaan 

dana dan menurunkan kepercayaan pemangku 

kepentingan, termasuk donor, pemerintah, dan 

masyarakat penerima manfaat (Transparency 

International, 2022). Oleh karena itu, penerapan 

prinsip public financial management yang 

menekankan pada penganggaran berbasis kinerja, 

sistem pelaporan digital, dan pengawasan eksternal 

menjadi langkah mendesak untuk memastikan dana 

program pengabdian disalurkan secara tepat sasaran 

dan akuntabel (Zaki et al., 2024). 

Public Financial Management (PFM) 

memberikan kerangka menyeluruh dalam mengelola 

dana publik agar lebih transparan, akuntabel, dan 

efisien. PFM menekankan siklus pengelolaan 

keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, 

penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan, hingga 

pelaporan dan audit (Cangiano et al., 2013). 

Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahap 

pengelolaan dana terintegrasi dengan tujuan 

pembangunan dan hasil yang terukur, bukan sekadar 

penyerapan anggaran. Dengan penganggaran 

berbasis kinerja, lembaga pelaksana program dapat 

menautkan alokasi dana dengan indikator capaian, 

sehingga keputusan pendanaan lebih objektif dan 

berorientasi pada hasil (Andrews et al., 2014). 

Prinsip ini sangat relevan untuk program pengabdian 

kepada masyarakat yang memerlukan keterkaitan 

jelas antara input finansial dan dampak sosial 

(Mahmud, 2023). 

Selain itu, PFM menekankan pentingnya audit 

dan pelaporan yang kredibel sebagai instrumen 

pengawasan dan pertanggungjawaban publik. Audit 

independen tidak hanya memverifikasi keabsahan 

penggunaan dana, tetapi juga mengevaluasi efisiensi 

dan efektivitas program (Allen et al., 2015). 

Pelaporan keuangan yang terstandar dan berbasis 

teknologi informasi meningkatkan aksesibilitas data 

bagi pemangku kepentingan, memperkuat 

kepercayaan masyarakat, dan mengurangi peluang 

penyalahgunaan dana (OECD, 2020). Dengan 

demikian, penerapan prinsip PFM dalam 

pengelolaan dana program pengabdian kepada 

masyarakat menjadi fondasi penting untuk 

memastikan keberlanjutan pendanaan, peningkatan 

kualitas layanan, dan pencapaian tujuan sosial yang 

lebih luas (Agus Supriyadi et al., 2023; Hariyadi et 

al., 2023; Oktarina et al., 2021). 

Penelitian yang dilakukan oleh Andrews dan Hill 

(2021) menyoroti hubungan antara penerapan 

prinsip Public Financial Management (PFM) 
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dengan efektivitas pendanaan program sosial di 

berbagai negara berkembang. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja 

dan pelaporan keuangan yang transparan dapat 

meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat 

kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk 

donor dan masyarakat penerima manfaat. Studi ini 

relevan karena menegaskan pentingnya integrasi 

proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi 

berbasis hasil untuk memastikan dana publik 

digunakan secara optimal dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. Temuan tersebut 

memberikan dasar konseptual yang kuat bagi 

penelitian ini untuk menilai sejauh mana prinsip 

PFM dapat meningkatkan keberlanjutan program 

pengabdian kepada masyarakat (Kornitasari, 2023). 

Selain itu, riset Kusuma dan Prabowo (2022) 

mengenai strategi pengelolaan keuangan pada 

program pengabdian perguruan tinggi di Indonesia 

menemukan bahwa penerapan sistem pelaporan 

digital dan audit internal yang ketat berpengaruh 

positif terhadap efisiensi distribusi dana. Studi ini 

juga menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat 

dalam tahap perencanaan anggaran mendorong 

keterbukaan informasi dan mengurangi risiko 

penyalahgunaan dana. Temuan tersebut relevan 

dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa 

transparansi, pengawasan berbasis teknologi, dan 

keterlibatan pemangku kepentingan merupakan 

faktor kunci dalam pengelolaan dana publik untuk 

program pengabdian masyarakat yang berorientasi 

pada hasil. 

 

2. Tinjauan Literatur 

Public Financial Management (PFM) 

Public Financial Management (PFM) merupakan 

suatu kerangka kerja yang mencakup proses 

perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, 

pelaksanaan, pelaporan, dan audit keuangan publik 

yang dirancang untuk memastikan pengelolaan dana 

negara secara efisien, transparan, dan akuntabel. 

PFM tidak hanya berfokus pada pengendalian 

pengeluaran, tetapi juga pada optimalisasi alokasi 

sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan 

dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Allen 

et al., 2015). Menurut Cangiano, Curristine, dan 

Lazare (2013), penerapan prinsip PFM yang baik 

dapat meminimalkan risiko korupsi, memperkuat 

tata kelola, dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap institusi publik. Dengan 

demikian, PFM menjadi pilar penting dalam 

memastikan keberlanjutan program-program 

berbasis dana publik, termasuk program pengabdian 

kepada masyarakat yang memerlukan integritas dan 

efektivitas dalam pengelolaan keuangannya. 

Pengelolaan Dana Publik 

Pengelolaan dana publik adalah serangkaian 

proses perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan anggaran yang bertujuan 

memastikan penggunaan sumber daya keuangan 

negara atau daerah secara efisien, transparan, dan 

akuntabel demi kepentingan masyarakat luas. Proses 

ini mencakup penetapan prioritas anggaran, 

pengendalian belanja, hingga pelaporan yang sesuai 

standar akuntansi pemerintahan (Allen et al., 2015). 

Menurut Cangiano, Curristine, dan Lazare (2013), 

pengelolaan dana publik yang baik tidak hanya 

menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga meningkatkan 

kepercayaan publik melalui tata kelola keuangan 

yang akurat dan dapat diaudit. Dengan penerapan 

prinsip tata kelola yang kuat, pengelolaan dana 

publik berperan penting dalam mendukung 

pembangunan berkelanjutan serta memastikan 

program-program layanan masyarakat, seperti 

pendidikan, kesehatan, dan pengabdian masyarakat, 

berjalan efektif dan tepat sasaran. 

 

3. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali 

secara mendalam strategi pengelolaan dana pada 

program pengabdian kepada masyarakat. 

Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan 

pemahaman kontekstual dan menyeluruh terkait 

praktik Public Financial Management (PFM) dalam 

pengelolaan dana publik. Lokasi penelitian 

difokuskan pada beberapa lembaga perguruan tinggi 

dan organisasi nirlaba yang aktif melaksanakan 

program pengabdian. Pemilihan informan dilakukan 

secara purposive sampling, melibatkan pengelola 

keuangan, ketua program, dan perwakilan pemangku 

kepentingan masyarakat agar diperoleh perspektif 

yang komprehensif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 

mendalam, studi dokumen keuangan, dan observasi 

langsung pada proses perencanaan, distribusi, serta 

pelaporan dana. Analisis data menggunakan teknik 

analisis tematik dengan tahapan reduksi data, 

penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. 

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan 

metode, serta member checking kepada informan 

kunci. Dengan rancangan ini, penelitian diharapkan 

mampu mengidentifikasi praktik terbaik, hambatan, 

dan rekomendasi kebijakan yang mendukung 

penerapan prinsip PFM secara efektif dalam 
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pengelolaan dana program pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Praktik Perencanaan dan Penganggaran 

Perencanaan dan penganggaran merupakan tahap 

krusial dalam pengelolaan dana publik karena 

menentukan efektivitas pelaksanaan program dan 

akuntabilitas penggunaan anggaran. Menurut Allen 

et al. (2015), proses penyusunan anggaran yang baik 

harus mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan 

sasaran, serta pemetaan sumber daya yang realistis. 

Dalam konteks program pengabdian kepada 

masyarakat, proses ini tidak hanya menitikberatkan 

pada alokasi keuangan, tetapi juga integrasi tujuan 

sosial dan indikator keberlanjutan agar dampak 

kegiatan dapat terukur (Setiyowati et al., 2023). 

Proses penyusunan anggaran dapat dilakukan 

melalui mekanisme partisipatif atau top–down. 

Mekanisme partisipatif mengedepankan keterlibatan 

pemangku kepentingan—seperti pengelola program, 

perwakilan masyarakat, dan donor—sehingga 

menghasilkan keputusan yang lebih kontekstual dan 

meningkatkan rasa memiliki (Fung, 2015). 

Sebaliknya, pendekatan top–down menempatkan 

keputusan anggaran di tangan manajemen puncak 

atau pihak pendonor utama. Meskipun lebih cepat 

dalam pengambilan keputusan, pendekatan ini 

berisiko mengabaikan kebutuhan riil di lapangan dan 

menurunkan akseptabilitas program (Andrews & 

Hill, 2021). 

Penetapan prioritas dan indikator kinerja menjadi 

tahapan berikutnya yang penting untuk memastikan 

keterkaitan antara alokasi anggaran dan capaian hasil. 

Indikator kinerja berbasis output dan outcome 

membantu mengukur efektivitas penggunaan dana 

serta menilai sejauh mana kegiatan memenuhi tujuan 

strategis (OECD, 2020). Pada program pengabdian, 

indikator dapat mencakup jumlah penerima manfaat, 

peningkatan pendapatan komunitas, atau 

peningkatan kapasitas lokal. Kejelasan indikator ini 

memudahkan proses evaluasi dan pelaporan kepada 

donor maupun publik yang dapat dilihat pada Tabel 

1. 

 

Tabel 1. Ringkasan Temuan Praktik Perencanaan 

dan Penganggaran 

Aspek Temuan Utama 

Mekanisme 

Penyusunan 

Anggaran 

Partisipatif meningkatkan 

akseptabilitas; top–down 

lebih cepat 

Penetapan 

Prioritas & 

Indikator 

Penting untuk keterkaitan 

dana–hasil 

Kendala Data Data kebutuhan riil sering 

tidak lengkap 

Kendala SDM & 

Waktu 

Kekurangan tenaga ahli, 

proses perencanaan terburu-

buru 

Solusi Integrasi teknologi dan 

prinsip PFM 

 

Namun, perencanaan anggaran kerap 

menghadapi kendala, salah satunya adalah 

keterbatasan data kebutuhan riil(Dan et al., 2025). 

Data yang tidak lengkap atau tidak mutakhir 

menyebabkan kesenjangan antara rencana dan 

kebutuhan aktual, sehingga memengaruhi akurasi 

alokasi dana (World Bank, 2021). Misalnya, 

perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat 

sasaran dapat membuat perhitungan anggaran awal 

menjadi tidak relevan, yang akhirnya menuntut 

revisi dan menunda implementasi program. Kendala 

lain terletak pada waktu dan kapasitas sumber daya 

manusia (SDM). Banyak lembaga penyelenggara 

program pengabdian yang memiliki tim keuangan 

terbatas dan jadwal padat, sehingga proses 

perencanaan sering dilakukan secara terburu-buru 

(Kusuma & Prabowo, 2022). Kekurangan tenaga 

ahli dalam perencanaan dan analisis anggaran dapat 

mengakibatkan estimasi biaya yang tidak akurat, 

lemahnya monitoring, dan potensi pemborosan dana 

(Bloom & Reenen, 2013). 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, literatur 

merekomendasikan integrasi teknologi informasi, 

pelatihan SDM, dan penerapan Public Financial 

Management (PFM) yang komprehensif. Sistem 

perencanaan digital dapat meningkatkan kualitas 

data, mempercepat proses validasi, dan 

memfasilitasi partisipasi pemangku kepentingan 

(Cangiano et al., 2013). Dengan demikian, praktik 

perencanaan dan penganggaran yang baik tidak 

hanya meningkatkan efisiensi keuangan, tetapi juga 

memperkuat akuntabilitas publik. 

Mekanisme Distribusi dan Penggunaan Dana 

Distribusi dan penggunaan dana merupakan 

tahapan penting dalam siklus manajemen keuangan 

publik karena menentukan kelancaran implementasi 

program dan pencapaian target sosial. Menurut Allen 

et al. (2015), mekanisme distribusi dana yang efektif 

harus memastikan keteraturan pencairan, otorisasi 

yang jelas, serta pelaporan yang akurat agar risiko 

penyalahgunaan dana dapat diminimalkan(Sukirman 

et al., 2019). Dalam konteks program pengabdian 
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kepada masyarakat, mekanisme ini menjadi kunci 

keberhasilan mengingat banyak kegiatan 

membutuhkan pendanaan tepat waktu untuk 

mendukung partisipasi masyarakat dan 

keberlanjutan kegiatan. Alur penyaluran dana 

umumnya dimulai dari pengajuan proposal anggaran, 

verifikasi oleh unit keuangan, persetujuan otorisasi, 

hingga pencairan ke rekening pelaksana program. 

Setiap tahap ini membutuhkan dokumen pendukung 

seperti rencana anggaran biaya, kontrak kerja, dan 

laporan kemajuan (World Bank, 2021). Proses 

otorisasi berlapis dirancang untuk memastikan dana 

disalurkan hanya setelah verifikasi administratif dan 

teknis terpenuhi. Tahapan ini sejalan dengan prinsip 

Public Financial Management (PFM) yang 

menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan dana publik (Cangiano et al., 2013). 

Sistem pencatatan keuangan memainkan peran 

penting dalam memonitor distribusi dan penggunaan 

dana. Implementasi aplikasi berbasis akuntansi 

digital memungkinkan pencatatan transaksi secara 

real-time, memudahkan rekonsiliasi, dan 

mempercepat proses audit (OECD, 2020). Di banyak 

perguruan tinggi dan organisasi nirlaba, penerapan 

enterprise resource planning (ERP) atau sistem e-

budgeting telah terbukti meningkatkan keakuratan 

laporan keuangan dan meminimalkan kesalahan 

manusia (Kusuma & Prabowo, 2022). Selain itu, 

pencatatan yang terintegrasi dengan indikator 

kinerja memudahkan pelacakan efektivitas 

penggunaan dana. Namun, permasalahan 

keterlambatan pencairan dana sering muncul sebagai 

kendala signifikan. Studi Transparency International 

(2022) menunjukkan bahwa birokrasi berlapis, 

proses verifikasi yang panjang, dan ketidakselarasan 

jadwal pencairan dengan rencana kegiatan menjadi 

penyebab utama. Keterlambatan ini dapat menunda 

pelaksanaan program, mengurangi partisipasi 

masyarakat, dan menurunkan dampak sosial yang 

direncanakan (Haidi Bantara et al., 2024). 

Ketidaksesuaian realisasi anggaran dengan 

rencana juga menjadi isu krusial. Faktor penyebab 

meliputi perubahan kebutuhan lapangan, fluktuasi 

harga barang/jasa, serta kelemahan pengawasan 

internal (World Bank, 2021). Ketidaksesuaian ini 

tidak hanya mempersulit proses pelaporan, tetapi 

juga menimbulkan risiko temuan audit dan 

menurunkan kepercayaan donor maupun publik. 

Untuk mengatasinya, penerapan variance analysis 

dan audit berkala dianjurkan guna mengidentifikasi 

dan mengoreksi penyimpangan sejak dini (Allen et 

al., 2015). Untuk memperkuat mekanisme distribusi 

dan penggunaan dana, integrasi sistem digital, 

pelatihan SDM keuangan, dan penguatan 

pengawasan independen sangat disarankan. 

Penggunaan blockchain misalnya, mulai diadopsi 

untuk meningkatkan transparansi rantai transaksi 

dan mengurangi potensi kecurangan (OECD, 2020). 

Dengan demikian, mekanisme distribusi dana yang 

baik tidak hanya memastikan kelancaran penyaluran 

tetapi juga menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan 

program pengabdian kepada masyarakat (Dinengsih, 

2019). 

Pengaruh Terhadap Keberhasilan Program Dan 

Kepercayaan Masyarakat 

Transparansi distribusi dan penggunaan dana 

terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan program 

pengabdian kepada masyarakat. Menurut Allen et al. 

(2015), transparansi memungkinkan pemangku 

kepentingan memantau setiap tahap penyaluran dan 

realisasi anggaran, sehingga meminimalkan risiko 

penyimpangan. Program dengan pelaporan 

keuangan yang jelas cenderung menunjukkan 

tingkat pencapaian target lebih tinggi dibanding 

program dengan mekanisme keuangan tertutup 

(World Bank, 2021). Kejelasan informasi anggaran 

membantu memastikan bahwa alokasi sumber daya 

selaras dengan prioritas yang telah ditetapkan. 

Akuntabilitas pengelolaan dana memperkuat 

keberhasilan program melalui peningkatan efisiensi 

dan efektivitas kegiatan. Penelitian OECD (2020) 

menegaskan bahwa sistem akuntabilitas yang ketat, 

termasuk audit berkala dan publikasi laporan 

keuangan, meningkatkan ketepatan waktu pencairan 

dana dan kualitas implementasi program. Dengan 

proses akuntabilitas yang baik, tim pelaksana dapat 

memusatkan perhatian pada dampak sosial yang 

diinginkan, seperti pemberdayaan ekonomi lokal dan 

peningkatan kapasitas masyarakat (Ainiyah et al., 

2025). 

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

pelaksana program erat kaitannya dengan 

keterbukaan dalam pengelolaan dana. Studi 

Transparency International (2022) menunjukkan 

bahwa publik cenderung lebih aktif berpartisipasi 

ketika mereka percaya bahwa dana digunakan sesuai 

rencana. Kepercayaan ini memperkuat kolaborasi 

antara masyarakat dan penyelenggara, sehingga 

menciptakan sinergi yang mendukung keberhasilan 

jangka panjang. Sebaliknya, ketidakjelasan laporan 

keuangan sering memicu skeptisisme dan 

menurunkan tingkat partisipasi. Keterlambatan 

pencairan atau ketidaksesuaian realisasi anggaran 

dengan rencana dapat merusak reputasi lembaga dan 

menurunkan kepercayaan masyarakat (Cangiano et 

al., 2013). Misalnya, kegiatan yang tertunda akibat 

pencairan dana yang lambat dapat menimbulkan 

persepsi negatif, seolah-olah terjadi mismanajemen 
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atau penyalahgunaan. Persepsi tersebut, meskipun 

tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya, 

dapat menghambat dukungan publik di masa depan 

(Zulyusri et al., 2023). 

Penerapan teknologi digital, seperti e-budgeting 

dan pelaporan berbasis blockchain, dapat 

memperkuat kredibilitas pengelolaan dana dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat (OECD, 

2020). Sistem ini menyediakan rekam jejak transaksi 

yang sulit dimanipulasi dan mudah diakses oleh 

publik, sehingga mempermudah proses verifikasi. 

Ketika masyarakat dapat memantau aliran dana 

secara real-time, tingkat kepercayaan terhadap 

program meningkat dan potensi keberhasilan pun 

bertambah.Secara keseluruhan, distribusi dan 

penggunaan dana yang transparan dan akuntabel 

memiliki implikasi jangka panjang terhadap 

keberlanjutan program. Keberhasilan program yang 

didukung oleh kepercayaan masyarakat menciptakan 

efek ganda: hasil sosial yang lebih luas dan peluang 

pendanaan berkelanjutan dari berbagai pihak, 

termasuk pemerintah, donor, dan sektor swasta 

(Kusuma & Prabowo, 2022). Oleh karena itu, 

integritas mekanisme keuangan bukan hanya faktor 

teknis, melainkan fondasi strategis bagi keberhasilan 

program pengabdian masyarakat (Widodo et al., 

2023); (Zaki et al., 2024). 

 

5. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan prinsip PFM terutama transparansi, 

partisipasi, dan pengawasan berbasis kinerja mampu 

meningkatkan efisiensi alokasi dana, meminimalkan 

risiko penyalahgunaan, dan memperkuat 

akuntabilitas publik. Selain itu, sinergi antara 

perencanaan partisipatif dan sistem monitoring 

digital terbukti mempercepat proses pelaporan serta 

meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. 

Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi 

praktik PFM dalam pengelolaan dana program 

pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan 

keberlanjutan dan dampak sosial yang optimal 

dengan semua interpretasi/kesimpulan makalah ini. 
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